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RINCIAN KESESUAIAN DATA PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN ANTARA 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DENGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

KABUPATEN MERANGIN 

TAHUN 2025 

No 
Perangkat 

Daerah 
Pelaksana 

Nama Program dan 
atau Kegiatan 

Anggaran (Rp) 
Realisasi 

(Rp) 

Jenis 17 Program 
Prioritas 

Presiden yang 

dilaksanakan 

Ke
t 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)  

1. 

Dinas 
Pendidikan 
dan 
Kebudayaa
n 

Program Pengelolaan 
Pendidikan 

119,155,852,062  106,664,552,766  
1. Mencapai 

swasembada 
pangan, energi, 
dan air; 

2. Penyempurnaa
n sistem 
penerimaan 
negara; 

3. Reformasi 
politik, 
hukum, dan 
birokrasi; 

4. Pencegahan 
dan 
pemberantasa
n korupsi; 

5. Pemberantasa
n kemiskinan; 

6. Pencegahan 
dan 
pemberantasa
n narkoba; 

7. Menjamin 

tersedianya 
pelayanan 
kesehatan bagi 
seluruh rakyat; 

8. Penguatan 
pendidikan, 
sains, 
teknologi, dan 
digitalisasi; 

9. Penguatan 
pertahanan 

 

2. 

Dinas 
Kesehatan 

Program pemenuhan 
upaya kesehatan 
perorangan dan 
upaya kesehatan 
masyarakat 

172,263,102,366 151,804,663,663

.65  

3. DPUPR 
1. Program Penataan 

Bangunan Gedung 

6,790,911,000 6,733,899,535 

2. Program Penataan 
Bangunan dan 
Lingkungannya 

12,130,225,000 12,026,006,800 

3. Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Drainase 

115,337,000 114,367,500 

4. Pengelolaan dan 
Pengembangan 
Sistem Penyediaan 
Air Minum 

2,362,611,305,030 2,130,713,781,7

01.67  

4. 

DISPERKIM 

1. Program Kawasan 
Permukiman 

36,344,000 35,579,558 

2. Program 
Pengembangan 
Perumahan 

429,824,000 412,914,735 

5. 

DINSOSPPP
A 

1. Program 
Perlindungan 
Perempuan 

111,494,000  107,081,510  

2. Program 
Pengarusutamaan 

185,790,000 184,983,000  
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Gender dan 
Pemberdayaan 
Perempuan 

dan keamanan 
negara serta 
hubungan 
internasional 
yang kondusif; 

10. Penguatan 
kesetaraan 
gender serta 
perlindungan 
hak 
perempuan, 
anak, dan 
penyandang 
disabilitas; 

11. Menjamin 
pelestarian 
lingkungan 

hidup; 

12. Menjamin 
ketersediaan 
pupuk, benih, 
dan pestisida 
langsung ke 
petani; 

13. Menjamin 
pembangunan 
hunian 
berkualitas 
terjangkau dan 
sanitasi bagi 
Masyarakat; 

14. Melanjutkan 
pemerataan 
ekonomi dan 
penguatan 
UMKM melalui 
program kredit 
usaha dan 
pembangunan 
IKN serta kota 
inovatif-
mandiri; 

15. Melanjutkan 

hilirisasi dan 
industrialisasi 
berbasis 
sumber daya 
alam dan 
maritim; 

16. Memastikan 
kerukunan 
antarumat 
beragama, 
kebebasan 
beribadah, dan 

3. Program 
pemenuhan hak 
anak (PHA) 

76,850,000  74,915,500 

6.  

DISHUB 

Program 
Penyelenggaraan Lalu 
Lintas Dan Angkutan 
Jalan (LLAJ) 

1,729,723,363 1,719,337,265  

7.  

DPMPTSP-
TK 

1. Program 
Pengembangan 
Iklim Penanaman 
Modal 

20,663,500  20,663,500  

2. Program 

Penempatan 
Tenaga Kerja 

7,282,500  7,275,500 

8.  
DISNAKBU
N 

Program Penyediaan 
dan Pengembangan 
Prasarana Pertanian 

143,955,000  132,930,000  

9.  DTPH Program Penyediaan 
dan Sarana Pertanian 

1,844,059,550  1,665,392,060  

10.   

DLH 

1. Program 
Pengendalian 
Pencemaran 
Dan/Atau 
Kerusakan 
Lingkungan Hidup 

505,016,080 494,949,610  

2. Program 
Pengelolaan 
Keanekaragaman 
Hayati (Kehati) 

2,069,205,000  1,978,765,981  

3. Program 
Pengakuan 
Keberadaan 
Masyarakat 
Hukum Adat 
(MHA), Kearifan 
Lokal Dan Hak 
Mha Yang Terkait 

Dengan PPLH 

21,345,000 21,169,500  

4. Program 
Penanganan 
Pengaduan 
Lingkungan Hidup 

15,015,000  14,962,000 

5. Program 
Pengelolaan 
Persampahan 

7,259,730,800 7,082,443,662  

6. Program 
Pembinaan Dan 
Pengawasan 

470,822,500  468,041,500 



Terhadap Izin 
Lingkungan Dan 
Izin Perlindungan 
Dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup 
(PPLH) 

perawatan 
rumah ibadah; 

17. Pelestarian 
seni budaya, 
peningkatan 
ekonomi 
kreatif, dan 
prestasi 
olahraga. 

11. 

DISKOPERI
NDAG 

1. Program 
Pemberdayaan 
Usaha Menengah, 
Usaha Kecil, Dan 
Usaha Mikro 
(UMKM) 

183,108,000 183,108,000  

2. Program 
Peningkatan 
Sarana Distribusi 
Perdagangan 

1,389,747,200  1,385,101,022  

12.  DISPERIKA
NAN 

Program Pengelolaan 
Perikanan Budidaya 

1,017,139,100  286,321,100  

13.  

DISPARPOR
A 

1. Program 
Peningkatan Daya 
Tarik Destinasi 
Pariwisata 

392,152,500 389,603,536  

2. Program 
Pemasaran 
Pariwisata 

45,376,000 44,667,400  

14.  DISKOMINF
O 

Program Pengelolaan 
Aplikasi Informatika 

2,944,183,776  2,815,730,508 

15.  

DUKCAPIL 

1. Program 
Pendaftaran 
Penduduk 

168,075,500  167,499,950  

2. Program 
Pencatatan Sipil 

161,273,750 161,224,350 

16. 

BAPPEDA 

Program 
Perencanaan, 
Pengendalian Dan 
Evaluasi 
Pembangunan 
Daerah 

784,815,750  783,795,470  

17. SEKRETARI
AT 
DAERAH 

Program 
Pemerintahan Dan 
Kesejahteraan Rakyat 

8,538,000  8,538,000 

18 
SEKRETARI
AT DPR 

Program Dukungan 
Pelaksanaan Tugas 
Dan Fungsi DPRD 

12,297,556,500  12,223,532,430 

19 

BPKAD 

Program Pengelolaan 
Keuangan Daerah 

 

302,480,612,372  280,897,017,022  

20 KESBANGP
OL 

Program Pembinaan 
Dan Pengembangan 
Ketahanan Ekonomi, 

28,962,800 27,204,800  
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PERSENTASE KESESUAIAN ANTARA RENCANA KERJA PEMERINTAH DENGAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MERANGIN 

TAHUN 2025  
 

No 

Perangkat 

Daerah 
Pelaksana 

Jumlah Program dan atau 

Kegiatan yang dianggarkan 

dan direalisasikan yang 
berkaitan dengan 17 

program prioritas Presiden 

Jumlah Program dan atau 

Kegiatan yang direncanakan 

dan dianggarkan yang 
berkaitan dengan 17 

program prioritas Presiden 

Capaian 

(%) 
Ket 

(1s

) 
(2) (3) (4) (5) 

(6) 

1.  

Dinas 

Pendidikan 
dan 

Kebudayaan 

Program Pengelolaan 

Pendidikan 

1. Program Pengelolaan 

Pendidikan 

2. Program Pengembangan 

Kurikulum 

3. Program Pendidik Dan 
Tenaga Kependidikan 

4. Program Pengembangan 

Kebudayaan 

5. Program Pengembangan 

Kesenian Tradisional 
6. Program Pembinaan 

Sejarah 

7. Program Pelestarian Dan 

Pengelolaan Cagar Budaya 

14,28  

2.  

Dinas 

Kesehatan 

Program pemenuhan upaya 

kesehatan perorangan dan 

upaya kesehatan masyarakat 

1. Program Pemenuhan 

Upaya Kesehatan 

Perorangan Dan Upaya 
Kesehatan Masyarakat 

2. Program Peningkatan 

Kapasitas Sumber Daya 

Manusia Kesehatan 

3. Program Sediaan Farmasi, 
Alat Kesehatan Dan 

Makanan Minuman 

4. Program Pemberdayaan 

Masyarakat Bidang 

Kesehatan 

25  

3.  

DPUPR 

1. Program Penataan 
Bangunan Gedung 

2. Program Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungannya 

3. Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 
Drainase 

4. Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

1. Program Pengelolaan 

Sumber Daya Air (Sda) 
2. Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

Penyediaan Air Minum 

3. Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem Air 
Limbah 

4. Program Pengelolaan Dan 

Pengembangan Sistem 

Drainase 

 

44,44 
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Penyediaan Air Minum 

 

5. Program Penataan 

Bangunan Gedung 

6. Program Penataan 

Bangunan Dan 

Lingkungannya 
7. Program Penyelenggaraan 

Jalan 

8. Program Pengembangan 

Jasa Konstruksi 

9. Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

4.  

DISPERKIM 

1. Program Kawasan 
Permukiman 

2. Program Pengembangan 

Perumahan 

1. Program Kawasan 

Permukiman 

2. Program Pengembangan 

Perumahan 

3. Program Peningkatan 

Prasarana, Sarana Dan 
Utilitas Umum (PSU) 

4. Program Penyelesaian 

Sengketa Tanah Garapan 

5. Program Pengelolaan 

Tanah Kosong 
6. Program Penatagunaan 

Tanah 

33,33  

5. 5

.

  

DINSOSPPPA 

1. Program Perlindungan 

Perempuan 

2. Program 
Pengarusutamaan 

Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan 

3. Program pemenuhan hak 

anak (PHA) 

1. Program Pemberdayaan 

Sosial  

2. Program Rehabilitasi 

Sosial  

3. Program Perlindungan 
Dan Jaminan Social 

4. Program Penanganan 

Bencana 

5. Program Pengelolaan 

Taman Makam Pahlawan 
6. Program 

Pengarusutamaan Gender 

Dan Pemberdayaan 

Perempuan 

7. Program Perlindungan 

Perempuan 
8. Program Pengelolaan 

Sistem Data Gender Dan 

Anak 

9. Program Pemenuhan Hak 

Anak (PHA) 
10. Program Perlindungan 

Khusus Anak 

30  

6.  

DISHUB 

Program Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

Program Penyelenggaraan 

Lalu Lintas Dan Angkutan 

Jalan (LLAJ) 

100  

7.  

DPMPTSP-TK 

1. Program Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal 

2. Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

1. Rogram Pengembangan 

Iklim Penanaman Modal 

2. Program Promosi 

Penanaman Modal 

3. Program Pelayanan 

Penanaman Modal 

4. Program Pengendalian 

Pelaksanaan Penanaman 

Modal 

5. Program Pengelolaan Data 
Dan Sistem Informasi 

20  



Penanaman Modal 

6. Program Perencanaan 

Tenaga Kerja 

7. Program Pelatihan Kerja 

Dan Produktivitas Tenaga 

Kerja 

8. Program Penempatan 

Tenaga Kerja 

9. Program Hubungan 

Industrial 

10. Program Pengembangan 

Kawasan Transmigrasi 

8.  

DISNAKBUN 

Program Penyediaan dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

1. Program Penyediaan Dan 
Pengembangan Sarana 

Pertanian 

2. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 
3. Program Pengendalian 

Kesehatan Hewan Dan 

Kesehatan Masyarakat 

Veteriner 

4. Program Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana 
Pertanian 

5. Program Perizinan Usaha 

Pertanian 

20  

9.  

DTPH 
Program Penyediaan dan 

Sarana Pertanian 

1. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Sarana 
Pertanian 

2. Program Penyediaan Dan 

Pengembangan Prasarana 

Pertanian 

3. Program Pengendalian Dan 

Penanggulangan Bencana 

Pertanian 

4. Program Penyuluhan 

Pertanian 

25  

10.  

DLH 

1. Program Pengendalian 
Pencemaran Dan/Atau 

Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

2. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 
(Kehati) 

3. Program Pengakuan 

Keberadaan Masyarakat 

Hukum Adat (MHA), 

Kearifan Lokal Dan Hak 

Mha Yang Terkait Dengan 
PPLH 

4. Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

5. Program Pengelolaan 
Persampahan 

6. Program Pembinaan Dan 

Pengawasan Terhadap 

Izin Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

1. Program Perencanaan 

Lingkungan Hidup 

2. Program Pengendalian 

Pencemaran Dan/Atau 
Kerusakan Lingkungan 

Hidup 

3. Program Pengelolaan 

Keanekaragaman Hayati 

(Kehati) 
4. Program Pengendalian 

Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (B3) Dan Limbah 

Bahan Berbahaya Dan 

Beracun (Limbah B3) 

5. Program Pembinaan Dan 
Pengawasan Terhadap Izin 

Lingkungan Dan Izin 

Perlindungan Dan 

Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 
6. Program Pengakuan 

Keberadaan Masyarakat 

60  



Pengelolaan Lingkungan 

Hidup (PPLH) 

Hukum Adat (MHA), 

Kearifan Lokal Dan Hak 

Mha Yang Terkait Dengan 

PPLH 

7. Program Peningkatan 
Pendidikan, Pelatihan Dan 

Penyuluhan Lingkungan 

Hidup Untuk Masyarakat 

8. Program Penghargaan 

Lingkungan Hidup Untuk 
Masyarakat 

9. Program Penanganan 

Pengaduan Lingkungan 

Hidup 

10. Program Pengelolaan 

Persampahan 

11.  

DISKOPERIND

AG 

1. Program Pemberdayaan 
Usaha Menengah, Usaha 

Kecil, Dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

2. Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 
Perdagangan 

1. Program Pengawasan Dan 
Pemeriksaan Koperasi 

2. Program Penilaian 

Kesehatan KSP/USP 

Koperasi 

3. Program Pendidikan Dan 
Latihan Perkoperasian 

4. Program Pemberdayaan 

Dan Perlindungan 

Koperasi 

5. Program Pemberdayaan 

Usaha Menengah, Usaha 
Kecil, Dan Usaha Mikro 

(UMKM) 

6. Program Pengembangan 

UMKM 

7. Program Perizinan Dan 
Pendaftaran Perusahaan 

8. Program Peningkatan 

Sarana Distribusi 

Perdagangan 

9. Program Stabilisasi Harga 

Barang Kebutuhan Pokok 
Dan Barang Penting 

10. Program Pengembangan 

Ekspor 

11. Program Standardisasi 

Dan Perlindungan 
Konsumen 

12. Program Penggunaan Dan 

Pemasaran Produk Dalam 

Negeri 

13. Program Perencanaan Dan 

Pembangunan Industry 
14. Program Pengendalian Izin 

Usaha Industri 

Kabupaten/Kota 

15. Program Pengelolaan 

Sistem Informasi Industri 

Nasional 

13,33  

12.  

DISPERIKANA

N 

Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

1. Program Pengelolaan 

Perikanan Tangkap 

2. Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

3. Program Pengawasan 

Sumber Daya Kelautan 

25  



Dan Perikanan 

4. Program Pengolahan Dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

13.  

DISPARPORA 

1. Program Peningkatan 

Daya Tarik Destinasi 
Pariwisata 

2. Program Pemasaran 

Pariwisata 

 

1. Program Peningkatan 
Daya Tarik Destinasi 

Pariwisata 

2. Program Pemasaran 

Pariwisata 

3. Program Pengembangan 

Ekonomi Kreatif Melalui 
Pemanfaatan Dan 

Perlindungan Hak 

Kekayaan Intelektual 

4. Program Pengembangan 

Sumber Daya Pariwisata 

Dan Ekonomi Kreatif 
5. Program Pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 

Kepemudaan 

6. Program Pengembangan 

Kapasitas Daya Saing 
Keolahragaan 

7. Program Pengembangan 

Kapasitas Kepramukaan 

14,28  

14.  

DISKOMINFO 
Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika 

1. Program Pengelolaan 

Informasi Dan Komunikasi 

Publik 

2. Program Pengelolaan 
Aplikasi Informatika 

3. Program Penyelenggaraan 

Statistik Sectoral 

4. Program Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan Informasi 

25  

15.  

DUKCAPIL 
1. Program Pendaftaran 

Penduduk 

2. Program Pencatatan Sipil 

1. Program Pendaftaran 

Penduduk 

2. Program Pencatatan Sipil 

3. Program Pengelolaan 

Informasi Administrasi 
Kependudukan 

4. Program Pengelolaan Profil 

Kependudukan 

40  

16.  

BAPPEDA 

Program Perencanaan, 

Pengendalian Dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah 

1. Program Perencanaan, 

Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan 

Daerah 
2. Program Koordinasi Dan 

Sinkronisasi Perencanaan 

Pembangunan Daerah 

50  

17.  

SEKRETARIAT 

DAERAH 

Program Pemerintahan Dan 

Kesejahteraan Rakyat 

1. Program Pemerintahan 

Dan Kesejahteraan Rakyat 

2. Program Perekonomian 

Dan Pembangunan 

50  

18.  
SEKRETARIAT 

DPR 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi DPRD 

Program Dukungan 

Pelaksanaan Tugas Dan 

Fungsi DPRD 

50  

19.  
BPKAD 

Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
1. Program Pengelolaan 

Keuangan Daerah 
50  




